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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. TVRI, TNI dan BIN 1. TVRI Bali; 

2. KODAM I/Bukit Barisan; 

3. BINDA Surabaya. 

Tanggal 8 - 11 Oktober 2023. 

Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  1. Pemerintah Daerah 

2. KPU 

3. Bawaslu 

4. Kementerian ATR/BPN 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Tanggal 4 – 8 Oktober 2023. 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Reses Masa 

Persidangan I Tahun Sidang Tahun 2023-2024 ke Provinsi 

Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa 

Timur. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Penyusunan  
RUU tentang Penyadapan 

--- Komisi III DPR RI masih menunggu draf RUU 
tentang Penyadapan dari Tim Badan Keahlian 
DPR RI berdasarkan hasil rapat tanggal 22 Mei 
2023. 

RUU Usul Inisiatif  
Komisi III DPR RI. 

2.  Penyusunan  
Rancangan Peraturan DPR RI 
tentang Pembentukan Tim 
Pengawas Pemberantasan 
Terorisme (TPPT) 

--- Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki 
Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT 
berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 
Januari 2023. 

Amanat Pasal 43J UU Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. 

3.  Pembahasan 
RUU tentang Hukum Acara Perdata 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang HAPER) 

--- Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah 
dalam melakukan Pembahasan RUU tentang 
Haper. 
 
 

 

4.  Pembahasan  
RUU tentang Perubahan Kedua 
Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang NARKOTIKA) 

--- Pada tanggal 10 Juli 2023 Tim Pemerintah telah 
menyerahkan draf RUU tentang Narkotika yang 
sudah di revisi. Akan tetapi Pemerintah menarik 
kembali draf RUU tersebut untuk direvisi kembali. 
 
Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi III 
DPR RI tanggal 21 Agustus 2023, bahwa Komisi 
III masih menunggu draf RUU dari Pemerintah 
yang selanjutnya draf RUU tersebut akan 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

disampaikan kepada masing-masing fraksi untuk 
dipelajari. 

5.  Pembahasan 
RUU tentang Perubahan Keempat 
Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut dengan 
RUU tentang MAHKAMAH 
KONSTITUSI) 

--- Sesuai dengan Keputusan Rapat Panja tanggal 4 
September 2023 bahwa pembahasan mengenai 
Materi Substansi dalam draf Ketentuan Peralihan 
dan Ketentuan Penutup RUU tentang Mahkamah 
Konstitusi akan dilanjutkan pada Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 yang 
akan datang. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN  

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. a. US Department of Justice (US Marshall) 
b. US Department of Justice (Kejaksaan) 
c. Stolen Asset Recovery (STAR) 
d. FinCEN Office (lembaga intelijen 

keuangan) 

Kunjungan dilakukan 
pada tanggal 7 s.d. 13 
Oktober 2023. 
 

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Negara 
Amerika Serikat dilakukan dengan tujuan untuk 
mencari informasi, bahan dan data, baik berupa 
masukan maupun perbandingan mengenai 
permasalahan tentang penyitaan dan pengelolaan 
aset tindak pidana. 

 

2. 1. Kepolisian Daerah 
2. Kejaksaan Tinggi  
3. Kanwil Kemenkumham 
4. BNN Provinsi 
5. Peradilan Tinggi (Pengadilan Tinggi, 

Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan 
Tata Usaha Negara, dan Pengadilan 
Militer)  

Kunjungan Kerja Reses 
Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2023-
2024 tanggal 16 s.d. 27 
Oktober 2023. 

Sesuai Keputusan Rapat Intern tanggal 21 Agustus 
2023, bahwa pada Masa Reses MP I TS 2023-2024 
Komisi III DPR RI ke Provinsi: 
1. Kepulauan Riau, tanggal 16 s.d. 20 Oktober 2023; 
2. Kalimantan Timur, tanggal 18 s.d. 22 Oktober 

2023; 
3. Bali, tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2023. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU tentang KONSERVASI SUMBER DAYA 
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 

-  Pembahasan Tk. I RUU. 
 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  PIHAK/WAKTU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  a. Pemerintah Provinsi Papua Selatan 
b. Pemerintah Kabupaten Merauke 
c. Kementerian Pertanian 
d. Kementerian LHK 
e. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
f. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 
g. Badan Pangan Nasional 
h. Perum Bulog 
i. PT Pupuk Indonesia 
j. PT RNI/Holding Pangan ID Food 
k. Kelompok Tani Hutan di Sekitar 

Kawasan Taman Nasional Wasur 
l. Penyuluh Pertanian 
m. Kelompok Tani dan Petani di Kabupaten 

Merauke 

Kunjungan Kerja Komisi IV 
DPR RI Reses Masa 
Persidangan I Tahun 
Sidang 2023-2024 ke 
Provinsi Papua Selatan 
tanggal 4-8 Oktober 2023. 
 
 

a. Diskusi mengenai Pengelolaan dan Pemulihan 
Ekosistem di Taman Nasional Wasur Rw. Biru, 
Kec. Sota, Kabupaten Merauke (Peninjauan 
Lapangan dan Pembagian Bibit Produktif 
kepada Wakil Kelompok Tani Hutan di Sekitar 
Kawasan TN Wasur). 

b. Panen Bersama dan Diskusi mengenai Upaya 
Pengembangan Pangan dan Pertanian Daerah 
dalam rangka Menjaga Ketahanan Pangan dan 
Kemandirian Pangan di Kabupaten Merauke 
(Tanah Miring SP5). 

c. Peninjauan terkait Bantuan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Kabupaten Merauke. 
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NO  PIHAK/WAKTU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

n. Masyarakat, Nelayan, dan KUB di 
Kabupaten Merauke 

d. Peninjauan terkait Ketersediaan Stok Beras di 
Gudang Perum Bulog II Maro, Kec. Merauke 
Cabang Merauke. 

2.  a. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya; 
b. Pemerintah Kota Sorong 
c. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 
d. Kementerian Pertanian 
e. Kementerian LHK 
f. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
g. Badan Pangan Nasional 
h. Perum Bulog 
i. PT Pupuk Indonesia 
j. PT RNI/Holding Pangan ID Food 
k. Kantor Pertanahan Kota Sorong 
l. Dinas Perhubungan Kota Sorong 
m. Masyarakat/Nelayan/KUB Kota Sorong 
n. Kelompok Tani Harapan Gawe Makmur, 

Tunas Baru dan Multi Jaya Kota Sorong 
o. Perwakilan Warga dan Perusahaan yang 

melakukan kegiatan di kawasan hutan di 
Provinsi Papua Barat Daya 
 

 

Kunjungan Kerja Komisi IV 
DPR RI Reses Masa 
Persidangan I Tahun 
Sidang 2023-2024 ke 
Provinsi Papua Barat Daya 
tanggal 5-9 Oktober 2023. 
. 
 
 

a. Peninjauan dan diskusi di TPI Jembatan Puri 
atau PPI Klaligi Sorong. 

b. Peninjauan ke Gudang Bulog di Klaligi Sorong. 
c. Meninjau lokasi Reklamasi Sorong Modern City 

dan Pantai Tembok Berlin. 
d. Penanaman tanaman yang dilindungi, 

peninjauan lapangan, dan dilanjutkan diskusi 
tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di 
Papua Barat Daya dan rencana pembangunan 
Sekolah Menengah Kehutanan di TWA Sorong. 

e. Meninjau dan diskusi mengenai pengembangan 
komoditas cabai merah menggunakan teknologi 
digital farming, Sorong. 

f. Diskusi mengenai Penyelesaian Kegiatan yang 
Terbangun di Kawasan Hutan di Provinsi 
Papua Barat Daya. 

g. Kunjungan ke Penangkaran Hiu (Satwa yang 
Dilindungi) di Piaynemo. 

h. Diskusi tentang Konservasi Perairan, Wilayah 
Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Pulau Andau, 
Kab. Raja Ampat. 

i. Kunjungan ke Wakesi meninjau kegiatan 
ekowisata dan perlindungan spesies endemik 
Papua (Burung Cenderawasih Merah dan 
Cenderawasih Botak). 

 

3.  a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
b. Pemerintah Kota Surabaya 
c. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

Kunjungan Kerja Komisi IV 
DPR RI Reses Masa 
Persidangan I Tahun 

a. Meninjau Kebun Raya Mangrove Surabaya dan 
diskusi mengenai pengelolaan hutan mangrove 
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NO  PIHAK/WAKTU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

d. Kementerian Pertanian 
e. Kementerian LHK 
f. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
g. Badan Pangan Nasional 
h. Perum BULOG 
i. PT RNI/Holding Pangan ID FOOD  
j. Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur 
 
 

Sidang 2023-2024 ke 
Provinsi Jawa Timur tanggal 
21-25 Oktober 2023. 
 
 

mendukung upaya konservasi serta mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim. 

b. Meninjau dan diskusi di Kantor Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya 
I, mengenai terwujudnya jaminan mutu dan 
keamanan pangan bagi masyarakat dari produk 
hasil perikanan yang bebas dari bahan 
tambahan pangan berbahaya. 

c. Peninjauan dan diskusi di Kantor Balai Besar 
Veteriner Farma (PUSVETMA) mengenai 
upaya peningkatan produksi hewan ternak yang 
berkualitas dan bebas penyakit mendukung 
pemenuhan pangan berbasis protein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Masa Reses I Tahun Sidang 2023-2024 
(04 - 30 Oktober 2023) 

 

8 

 

LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  1. KEMENTERIAN PUPR 
Ditjen SDA, BM, CK, Perumahan dan Bina 
Kontruksi,   BPIW 

2. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
Ditjen Hubdat,Hubud,Hubdat,Hubla,ASDP,   
PT Pelindo, PT. Pelni, PT.AP1, PT.AP.2,   
Airnav, ASDP 

3. KEMENTERIAN DESA, PDT DAN 
TRANSMIGRASI 

4. BMKG 
5. BASARNAS. 

Kunjungan Kerja Masa  
Reses dilaksanakan pada 
tanggal 4 s.d. 8 Oktober 
2023. 
 
 

Kunjungan Kerja ke : 
1. Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (Kupang). 
2. Provinsi Sulawesi Tengah 

(Morowali). 

(Masa Persidangan  I Tahun 
Sidang 2023-2024). 
 

2.  Kunjungan Kerja Masa  
Reses dilaksanakan pada 
tanggal 11  s.d. 15 
Oktober  2023. 

Kunjungan Kerja ke Provinsi 
Kalimantan Barat (Kapuas 
Hulu). 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1. Menteri Investasi /BKPM RI  
2. Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam (BP Batam) 

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 
 
Senin,2 Oktober 2023, pukul 11.00 
WIB. 

Pembahasan terkait tindak lanjut 
permasalahan lahan di pulau 
rempang, Batam, Kepulauan Riau 
dan lain-lain. 

 

2. 1. PT Pertamina (Persero) 
2. PT PLN (Persero) 

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 
 
Senin, 2 Oktober 2023, pukul 14.00 
WIB. 

Pembahasan mengenai sinergitas 
antar BUMN di sektor energi terkait 
transisi energi ke listrik. 
 

 

3. 1. Eselon I Kementerian BUMN 
2. Direktur Utama PT Pelindo (Persero) 
3. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) 
4. Direktur Utama PT. Pertamina Patra 

Niaga 
5. Direktur Utama PT. Perusahaan Gas 

Negara Tbk 
6. Direktur Utama PT. Pertamina 

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan negara; 

Kebijakan pemerintah. 
 

Kunjungan Kerja Reses Komisi VI 
DPR RI tanggal 4 s.d. 8 Oktober 
2023. 

Dalam rangka pengembangan Bali 
Maritime Tourim 
Hubungan/Pelabuhan Benoa serta 
Ketahanan Energi di Kabupaten 
Badung Provinsi Bali. 
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NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

International Shipping 
7. Direktur Utama PT. Pertamina Hulu 

Energi 
8. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) 

4. 1. Eselon I Kementerian BUMN  
2. Direktur Utama PT. Aviasi Pariwisata 

Indonesia (Persero)/Injourney  
3. Direktur Utama PT. Nindya Karya 

(Persero) 
4. Direktur Utama PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk. 
5. Direktur Utama PT. Pertamina Bina 

Medika Indonesia/Pertamedika IHC. 

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 
 
Kunjungan Kerja Reses Komisi VI 
DPR RI tanggal 4 s.d. 8 Oktober 
2023. 

Dalam rangka Peninjauan Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Sanur 
terkait dengan progress 
perkembangan pembangunan 
kawasan pariwisata dan kesehatan 
di Bali. 

 

5. 1. Eselon I Kementerian Koperasi dan 
UKM RI 

2. Eselon I Kementerian Perdagangan RI 
3. Eselon I Badan Standardisasi Nasional 
4. Direktur Utama PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk 
5. Direktur Utama PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk 
6. Direktur Utama PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 
7. Direktur Utama PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk 
8. Direktur Utama PT. Pegadaian 

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 
 
Kunjungan Kerja Reses Komisi VI 
DPR RI tanggal 4 s.d. 8 Oktober 
2023. 

Dalam rangka dukungan Pelaku 
UMKM Pariwisata dan Penyaluran 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 
Provinsi Bali. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VII 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses Komisi VII 

DPR RI ke: 

a. Provinsi Jawa Barat (PLTP 
Geothermal Kamojang) 

b. Provinsi Sulawesi Tenggara 
Peninjauan ke Smelter Nikel 
PT Virtue Dragon Indonesia 

c. PT Hulu Indonesia Regional 
3 Zona 10 Tarakan Field di 
Kalimantan Utara 

 

a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

b. Pelaksaaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 
Pemerintah. 
 

Dilaksanakan pada 
tanggal 4-8 Oktober 
2023. 

a. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Masa 
Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024 ke 
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan pertemuan dengan 
para mitra maka dapat disampaikan kesimpulan dan 
rekomendasi sebagai berikut: 

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendukung 
Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, SKK Migas, dan 
KKKS, untuk dapat menerapkan strategi penurunan 
emisi karbon di antaranya melalui teknologi CCS dan 
CCUS. 

2. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI 
mengapresiasi PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 
3, Zona 10 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, atas 
keberhasilan melakukan peningkatan produksi lifting 
minyak sebesar lebih dari 2000 BOPD, tertinggi sejak 
tahun 2008. 

3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendorong 
PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Zona 10 
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk terus 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

melakukan berbagai berbagai upaya dan terobosan 
guna terus meningkatkan produksi sumur-sumur tua 
sehingga mampu memberikan sumbangsih signifikan 
bagi pencapaian target produksi minyak nasional. 

4. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendukung 
upaya PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Zona 
10 Tarakan dalam mencari sumber produksi baru 
melalui pengeboran sumur-sumur eksplorasi di 
sejumlah lapangan. 

5. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendukung 
realisasi participating interest Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara pada sejumlah Wilayah Kerja 
Perusahan sebesar 10 persen melalui BUMD 
sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 
2016 

b. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Reses 
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi 
Sulawesi Tenggara maka dapat disampaikan kesimpulan 
dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendorong 
Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian untuk 
mendorong pengembangan industri stainless steel 
guna mendukung hilirisasi nikel lanjutan di Indonesia. 

2. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendorong 
Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk 
meningkatkan pengawasan terhadap surveyor-
surveyor dalam melakukan verifikasi kualitas dan 
kuantitas hasil pertambangan nikel. 
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3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendesak PT 
Virtue Dragon Nickel Industry untuk melakukan shifting 
pembangkit listrik berbasis fosil ke pembangkit listrik 
yang ramah lingkungan guna mendukung 
pengembangan green industry di Indonesia. 

4. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan 
mengagendakan RDP dengan Plt Dirjen Minerba 
Kementerian ESDM RI. Dirjen Ilmate Kementerian 
Perindustrian RI, dan Dirut PT Virtue Dragon Nickel 
Industry guna melakukan pendalaman terkait hilirisasi 
nikel dan supply chain di PT Virtue Dragon Nickel 
Industry, 

c. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Reses 
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi 
Jawa Barat khususnya ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi (PLTP) – Kamojang, dapat diambil beberapa catatan 
yaitu: 

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI 
mengapresiasi kinerja PT PLN Indonesia Power atas 
pengelolaan PLTP POMU PT Pertamina Geothermal 
Energi (PGE) Tbk sehingga memperoleh proper emas 
dalam 5 (lima) tahun terakhir.    

2. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI sepakat 
dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI bahwa 
untuk akselerasi pengembangan tenaga panas bumi 
membutuhkan dukungan fiskal Pemerintah dalam 
bentuk fasilitas perpajakan, pembebasan bea masuk, 
pengurangan PBB, serta dukungan penjaminan dan 
pembiayaan karena risiko yang tinggi. 
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3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendukung 
Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI, PT PLN 
Indonesia Power dan PT Pertamina Geothermal 
Energi Tbk untuk merealisasikan Indonesia sebagai 
yang terbesar di dunia dalam pengembangan tenaga 
panas bumi. 

4. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI 
merekomendasikan agar hasil kunjungan kerja di 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 
Kamojang Provinsi Jawa Barat menjadi bahan 
masukan kepada mitra terkait dalam realissasi 
pemanfaatan tenaga panas bumi. 
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KOMISI VIII 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses MP I MS 
2023-2024 

Kunjungan Kerja 
Pengawasan ke Provinsi 
Sumatera Barat, Provinsi 
Kalimantan Timur, dan 
Provinsi Bali tanggal 04 s.d. 
08 Oktober 2023. 

1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang agama 

dan pendidikan keagamaan. 

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap penyaluran bantuan sosial. 

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap kesiapsiagaan bencana, penanggulangan 

bencana dan juga pembangunan pasca bencana. 
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KOMISI IX 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEGIATAN OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja 
Reses Komisi IX DPR 
RI  
 

Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dipimpin 
oleh Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA/Wakil Ketua 
Komisi IX DPR RI/Fraksi PKB. 
 
Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 s.d. 8 Oktober 
2023. 

Anggota Tim Komisi IX DPR RI melaksanakan 
Kunjungan Kerja terkait: 
1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR 

terhadap pelaksanaan peraturan 
perundangundangan dalam lingkup tugas 
Komisi IX DPR RI  

2. Menggali informasi realisasi program dan 
kegiatan yang dibiayai APBN 

3. Memetakan permasalahan masyarakat dan 
memonitor pelaksanaan program 
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX 
DPR RI di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi 
Kalimantan Utara dan Provinsi Papua 
Pegunungan.   

4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi 
Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Utara 
dan Provinsi Papua Pegunungan terkait 
proses legislasi dan perumusan kebijakan 
pemerintah pusat yang berkaitan dengan 
bidang tugas Komisi IX DPR RI. 

 

2. Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dipimpin 
oleh Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si/Wakil 
Ketua Komisi IX DPR RI/Fraksi PKS. 
 
Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan tanggal 4 
s.d. 8 Oktober 2023.   

3. Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dipimpin 
oleh Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua 
Komisi IX DPR RI/Fraksi Golkar. 
Provinsi Papua Pegunungan tanggal 4 s.d. 8 
Oktober 2023. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses 
Komisi X DPR RI 

Provinsi Jawa 
Tengah (Kota 
Surakarta) tanggal 4 
s.d. 8 Oktober 2023. 

KESIMPULAN 
a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 
    Terdapat beberapa persoalan pada bidang ini yakni (1) perlunya 

pembaharuan data secara periodik dan penambahan kuota PIP; (2) 
keterlambatan salur BOS di beberapa sekolah yang berakibat 
terhambatnya kinerja dinas secara keseluruhan; (3) tidak semua 
guru siap dengan perubahan kurikulum juga aplikasi baru dan 
tuntutan pembelajaran kreatif; (4) kendala teknis yang dialami 
sekolah pada pelaksanaan AN, data yang tidak match antara data di 
Surakarta dan capaian rapor pendidikan.  

 
b. Bidang Pendidikan Tinggi 
    Perguruan tinggi di Kota Surakarta menyambut baik kebijakan 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, tetapi mereka mengalami 
tantangan mengenai pembiayaan kegiatan Merdeka Belajar - 
Kampus Merdeka (khususnya pada PTS kecil), ketersediaan 
infrastruktur dan sumber daya yang memadai, kemampuan 
perguruan tinggi untuk mengembangkan pembelajaran inovatif dan 
kemampuan mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan. 
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Masalah lain pada bidang ini adalah mengenai kuota KIP kuliah 
yang minim, padahal sangat dibutuhkan oleh PTS kecil.   

 
c. Bidang Kebudayaan 
     Kendala dalam menetapkan warisan budaya tak benda adalah 

sulitnya mendapat data pendukung bagi sebagian OPK yang akan 
diajukan, seperti tidak ada narasumber, kurangnya data otentik 
terkait sejarah, kurangnya penganggaran untuk kegiatan pencatatan 
dan pendokumentasian OPK, minimnya peran serta masyarakat.  

 
d. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
     Mengenai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, 

Pemerintah Daerah Surakarta mengharapkan fasiltasi profesi dan 
sertifikasi usaha serta pengendalian harga tiket pesawat dalam 
negeri. 

 
e. Bidang Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan 
    Terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan pembinaan 

kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan di Kota Surakarta di 
antaranya pengelolaan dan penumbuhan wirausaha pemula yang 
belum terintegrasi dengan OPD dan instansi terkait, kurangnya 
dukungan pengembangan tersebut, prasarana dan sarana yang 
belum memadai bagi pengembangan pemuda, partisipasi pemuda 
yang masih minim, belum ada perda kepemudaan.  

 
f. Bidang Perpustakaan 
    Beberapa catatan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan 

di Kota Surakarta adalah (1) alokasi anggaran yang masih perlu 
ditingkatkan; (2) kendala dalam mengubah mindset dan perlunya 
menumbuhkan inovasi layanan; (3) pengadaan koleksi yang 
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terbatas sesuai kemampuan keuangan; (4) isu literasi perlu 
dimasukkan dalam RPJP, RPJM dan RKPD; dan (5) pemenuhan 
kesejahteraan pustakawan. 

 
REKOMENDASI 
a. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi 

1. Mendesak Kemendikbudristek RI bersama pemerintah daerah, 
khususnya Pemerintah Kota Surakarta, untuk meningkatkan 
komunikasi, koordinasi, dan melakukan terobosan dalam 
penyelesaian persoalan seperti penyaluran BOS, pelaksanaan 
asesmen nasional, dan sinkronisasi data.  

2. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk memberikan dukungan 
bagi PTN maupun PTS dalam menghadapi berbagai tantangan 
dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, diantaranya dalam hal 
infrastruktur dan pengembangan SDM.  

3. mendesak Kemendikbudristek RI untuk memperhatikan jumlah 
dan kuota KIP kuliah bagi PTS, khususnya PTS di Kota 
Surakarta yang mengalami penurunan.  

 
b. Bidang Kebudayaan 

Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mendukung upaya 
Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pembuatan skema 
pemeliharaan cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan serta 
mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pemajuan 
kebudayaan.  

 
c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
    Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mendukung upaya 

Pemerintah Kota Surakarta dalam program fasilitasi profesi dan 
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sertifikasi usaha untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi 
kreatif. 

 
d. Bidang Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan 
     Mendorong Pemerintah untuk mendukung pembangunan fasilitas 

youth centre dan bumi perkemahan Kota Surakarta guna menunjang 
pembinaan kepemudaan dan kepramukaan.  

 
e. Bidang Perpustakaan dan Literasi  
     Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta 

untuk meningkatkan pemerataan dan pemenuhan layanan 
perpustakaan dengan mengatasi kendala fasilitas/sarana teknologi 
informasi digital, bahan dan koleksi perpustakaan, serta 
kesejahteraan tenaga perpustakaan.  

2. Provinsi Jawa 
Tengah (Kota 
Semarang) tanggal 4 
s.d. 8 Oktober 2023. 

KESIMPULAN 
a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 
    Capaian terbaik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Semarang 

dalam penyelenggaraan pendidikan dasar ialah hampir keseluruhan 
sekolah dasar negeri dan swasta dapat mengimplementasikan 
Kurikulum Merdeka, dan jumlah kebutuhan guru PPPK Kota 
Semarang sampai dengan tanggal 1 September 2023 untuk 
kebutuhan guru hampir terpenuhi 100% (sebanyak 2822 guru, terdiri 
dari guru kelas SD dan guru mapel). Namun, dalam 
penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Semarang masih 
terdapat beberapa kendala di antaranya; (1) penyelenggaraan 
asesmen nasional terganggu karena pemadam listrik dan akses 
internet tidak kuat, (2) tidak maksimalnya layanan bagian anak 
berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran, dikarenakan 
tidak tersedianya guru pendamping khusus atau shadow teacher. 
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b. Bidang Pendidikan Tinggi 
    Program pemerintah berupa right sizing/rasionalisasi jumlah 

perguruan tinggi berdampak pada jumlah perguruan tinggi di Jawa 
Tengah dari tahun ke tahun. Namun, program ini kurang diminati 
karena masing-masing perguruan tinggi memiliki ego tersendiri, 
tidak jelasnya biaya ganti rugi dan bantuan PTS yang digabung 
sebesar 100 juta dinilai terlalu kecil. Adapun kendala lain 
penyelenggaraan pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Tengah 
khususnya di Kota Semarang di antaranya: (1) bantuan dukungan 
akreditasi untuk perguruan tinggi kurang diminati karena adanya 
keharusan untuk menyusun proposal dan membayar terlebih dahulu 
kepada LAM yang dituju dan (2) jumlah KIP kuliah yang diberikan 
dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan secara nasional untuk 
wilayah Provinsi Jawa Tengah.  

 
c. Bidang Kebudayaan 

1. Pemerintah Kota Semarang mengusulkan beberapa hal guna 
memajukan kebudayaan, di antaranya (1) sinkronisasi program 
pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah, (2) mendorong 
agar pelaksanaan event-event kebudayaan tingkat nasional 
dapat diselenggarakan di Kota Semarang untuk lebih 
mengenalkan, mempromosikan dan melestarikan budaya asli 
Indonesia kepada masyarakat Kota Semarang, (3) memberikan 
alokasi anggaran DAK (dana alokasi khusus) kebudayaan 
untuk pemajuan kebudayaan di Kota Semarang. 

2. Terdapat permasalahan dalam upaya pemajuan budaya di Kota 
Semarang, di antaranya: (1) pada sistem Dapobud 
Kemendikbudristek data karya budaya dari daerah yang sudah 
diinput ke sistem Dapobud Kemendikbudristek banyak yang 
hilang dan tidak terbaca, (2) pengaruh kebudayaan asing (K-
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POP, EDM, dll) yang semakin digandrungi oleh generasi muda 
sehingga menggerus budaya tradisional dan (3) menurunnya 
kesadaran generasi muda untuk mengenal budaya asli 
Indonesia. 

 
d. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

1. Pemerintah Kota Semarang menyampaikan harapan terkait 
kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan pariwisata 
dan ekonomi kreatif, di antaranya: (1) sinkronisasi program dan 
anggaran antara pusat dan daerah dalam rangka pengembangan 
ekonomi kreatif, (2) memperkuat infrastruktur teknologi Informasi 
yang mampu menjangkau hingga ke seluruh daerah agar mampu 
mendorong pengembangan ekonomi kreatif, (3) memberikan 
kemudahan dan fasilitasi HAKI untuk produk-produk ekonomi 
kreatif dan (4) membuka jalur penerbangan langsung ke Kota 
Semarang melalui Bandara Ahmad Yani.  

2. Terkait penyusunan RUU Kepariwisataan Pemerintah Kota 
mengusulkan beberapa hal dengan poin utama sebagai berikut: 
(1) Mendorong memasukkan poin-poin yang terdapat di dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang 
berkaitan dengan usaha pariwisata, (2) Sinkronisasi kegiatan dan 
anggaran yang dapat meningkatkan pariwisata antara pusat dan 
daerah, (3) Inovasi yg terkait dengan peningkatan yang dapat 
mendukung kegiatan pariwisata di kota/kabupaten (daerah), (4) 
Peningkatan anggaran kepariwisataan dan (5) Melakukan 
perlindungan HAKI terhadap para pelaku ekonomi kreatif dalam 
rangka mendukung pariwisata.  
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e. Bidang Olahraga dan Kepemudaan 
Terdapat permasalahan layanan kepemudaan, olahraga dan 
kepramukaan di Kota Semarang di antaranya: (1) Terbatasnya 
program peningkatan atlet pelajar, pembinaan yang kurang terarah, 
dan belum memiliki sistem rekrutmen calon atlet, (2) Terbatasnya 
sarana prasarana olahraga yang belum populer di kalangan 
masyarakat, (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang 
Keolahragaan belum tersosialisasikan, (4) Kurangnya sinergitas 
lintas sektoral dalam pengembangan Kepemudaan, (5) Rendahnya 
partisipasi pemuda dalam pembangunan di Bidang 
Poleksosbudhankam, (6) Kurangnya sosialisasi Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan sehingga menghambat 
kaderisasi, (7) Degradasi moral dikarenakan rendahnya edukasi di 
bidang moral dan spiritual, termasuk penggunaan obat terlarang 
(NAPZA), (8) Minimnya informasi pelatihan ketenagakerjaan dan 
pendampingan kewirausahaan belum berkesinambungan bagi 
pemuda, (9) Kurangnya jumlah pembina memiliki sertifikat 
kompetensi dan (10) Kurangnya sarana pendukung kegiatan 
Pramuka.  

 
f. Bidang Perpustakaan dan Literasi 

Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai terobosan untuk 
pemajuan perpustakaan digital, yaitu aplikasi perpustakaan digital 
SiBooky, Virtual Library Metaverse, pembuatan aplikasi Janaka 
untuk memperkuat jejaring dan pendataan perpustakaan. Namun, 
dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan sekolah terjadi 
kesulitan untuk melakukan pembinaan SDM pengelola 
perpustakaan sekolah karena pengelolaan perpustakaan sekolah 
bukan pustakawan, namun hanya tenaga usaha (TU) atau guru. 
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REKOMENDASI 
a. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi 

1. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi 
pelaksanaan asesmen nasional dengan berkoordinasi dengan 
pihak PLN dan penyedia provider internet untuk kelancaran 
pelaksanaan asesmen nasional.  

2. Komisi X DPR RI mendorong kepada Pemerintah bersama 
Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan guru 
pendamping khusus guna meningkatkan layanan pendidikan 
inklusi di sekolah.  

3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendibudristek untuk 
mengevaluasi program penggabungan dan penyatuan perguruan 
tinggi swasta (APPP-PTS) yang kurang diminati oleh PTS karena 
kurang jelasnya mekanisme ganti rugi dan bantuan insentif untuk 
PTS yang dinilai kecil.     

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI memberikan 
ruang akses lebih banyak kepada perguruan tinggi swasta dan 
kecil untuk mendapatkan dukungan bantuan mengikuti akreditasi 
dan meningkatkan jumlah penerima KIP Kuliah di PTS.  

 
b. Bidang Kebudayaan 

Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbudristek untuk meningkatkan 
layanan sistem Dapobud Kemendikbudristek guna membantu 
Pemerintah Daerah untuk melakukan pendokumentasian data karya 
budaya. Selain itu, perlunya sinkronisasi program Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan di daerah. 

 
c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah mendukung upaya 
Pemerintah Kota Semarang untuk membuka kembali akses 



Masa Reses I Tahun Sidang 2023-2024 
(04 - 30 Oktober 2023) 
 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 25 

 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

penerbangan internasional ke Bandara Ahmad Yani guna 
meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Kota 
Semarang.   

2. Komisi X DPR RI mendorong agar Panja RUU Kepariwisataan 
Komisi X DPR RI mempertimbangkan masukan dari pemangku 
pariwisata Kota Semarang di antaranya penyesuaian dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, 
adanya dorongan sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan 
daerah serta peningkatan anggaran kepariwisataan.    

 
d. Bidang Olahraga dan Kepemudaan 

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk segera 
mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Keolahragaan untuk menjadi panduan Pemerintah 
Daerah merencanakan dan melaksanakan program-program 
pembinaan olah raga prestasi dan masyarakat termasuk 
mengimplementasikan desain olahraga daerah (DOD) yang 
merupakan dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan 
daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga 
nasional (DBON) untuk mendukung pembinaan olahraga di 
daerah baik dari sisi dukungan infrastruktur olahraga maupun 
anggaran pembinaan olahraga di daerah. 

2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI segera menyiapkan 
desain besar kepemudaan nasional (DBKN) sesuai dengan 
kebutuhan dan tantangan pembinaan kepemudaan di daerah 
sebagai panduan Pemerintah Daerah untuk melakukan 
pembinaan kepemudaan.  

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk meningkatkan 
koordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mengadakan  
program-program kepeloporan pemuda lintas sektor sebagai 
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sarana pembinaan bagi pemuda di daerah sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan.  

 
e. Bidang Literasi dan Perpustakaan 

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI dan Perpusnas 
RI untuk segera melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan 
tenaga perpustakaan daerah, kemudian berkoordinasi dengan 
kementerian/lembaga terkait untuk mencari skenario solusi 
kekurangan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga perpustakaan 
salah satunya melalui jalur pengangkatan ASN–PPPK.  

2. Komisi X DPR RI mendorong agar adanya fleksibilitas syarat 
pemberian bantuan DAK fisik dalam bentuk desain pembangunan 
perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
daerah.  

3. Provinsi Jawa 
Tengah (Kota 
Malang) tanggal 4 
s.d. 8 Oktober 2023. 

KESIMPULAN 
1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 

a. Kurikulum merdeka belajar sudah diterapkan disebagian besar 
satuan pendidikan di Kota Malang dan program sekolah 
penggerak diterapkan di 46 satuan pendidikan di Kota Malang. 
Asesmen nasional dan PPDB dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan tidak ada kendala dalam 
pelaksanaannya. 

b. Evaluasi bidang pendidikan antara lain masih terdapat sekolah 
yang kekurangan guru. Proses pengadaan PPPK JF guru telah 
dilakukan namun jumlah guru yang memasuki masa purnatugas 
juga cukup banyak. Hal lain adalah perlunya dilakukan 
penguatan sinergi sekolah negeri dan swasta di era zonasi dan 
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pentingnya penguatan pendidikan karakter dan kebangsaan 
pada usia emas anak di era disrupsi digital. 

c. Evaluasi untuk bidang kebudayaan antara lain perlunya 
dukungan pemutakhiran database obyek pemajuan kebudayaan 
yang belum terinventarisir, membangkitkan minat masyarakat di 
tengah serbuan budaya asing dan penguatan sinergi pusat dan 
daerah seperti dalam program dana Indonesiana. 
 

2. Bidang Pariwisata 
a. Strategi untuk membangkitkan pariwisata Kota Malang 

diantaranya melalui penguatan daya tarik wisata unggulan, 
penguatan SDM dan manajemen, ekosistem pariwisata, fasilitas 
event, pengembangan desa wisata dan moslem friendly tour.   

b. Penguatan regulasi dilakukan melalui riset, Pendidikan, fasilitasi 
pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, sistem 
pemasaran, insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan 
perlindungan hasil kreativitas. 

c. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang pariwisata, 
diperlukan sinergi hexahelix pemangku kepentingan, melalui 
koneksi, kolaborasi dan menjunjung tinggi visi yang sama antar 
stakeholders ekonomi kreatif yaitu academic, business 
community, government, media, financial institution/aggregator, 
berbagi peran dengan kemitraan secara berkelanjutan. 
 

3. Bidang Olahraga 
a. Kota Malang mempunyai potensi pengembangan sport tourism 

dengan didukung oleh peran pemuda pelopor, kader inti pemuda 
anti narkoba, wirausaha pemuda, kepramukaan, pencegahan 
radikalisme, dan edukasi pemilih pemula cerdas. 
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b. Event olahraga berskala nasional dan internasional berdampak 
pada pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. 

 
4. Bidang Perpustakaan 

a. Standardisasi Nasional Perpustakaan (SNP) dilakukan dengan 
mengikutsertakan seluruh perpustakaan di Kota Malang untuk 
ikut relaksasi akreditasi perpustakaan. 

b. Digitalisasi layanan perpustakaan umum telah dilakukan dengan 
merujuk pada transformasi dan penggunaan teknologi digital 
dalam mengelola dan menyediakan akses ke koleksi 
perpustakaan, layanan, dan sumber daya. 
 

REKOMENDASI 
1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk 

mengatasi permasalahan kekurangan guru, melakukan penguatan 
sinergi sekolah negeri dan swasta di era zonasi dan melakukan 
penguatan pendidikan karakter dan kebangsaan. 

2. Dengan potensi besar pariwisata di Kota Malang, maka Komisi X 
DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk mendukung 
pelaksanaan berbagai event pariwisata, dengan melibatkan 
mahasiswa di Kota Malang sehingga dapat menarik minat 
wisatawan. 

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk memperbanyak 
event olahraga baik nasional maupun internasional. 

4. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI untuk memberikan 
penguatan terhadap digitalisasi layanan perpustakaan umum, 
melalui penyediaan akses ke koleksi perpustakaan, layanan, dan 
sumber daya. 
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1. Bank Indonesia Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera 
Selatan tanggal 4 – 8 Oktober 2023. 

Pengawasan tugas dan fungsi mitra kerja.  
 
 

2. Otoritas Jasa Keuangan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali 
tanggal 4 – 8 Oktober 2023. 

 
 

3. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi 
Selatan tanggal 4 – 8 Oktober 2023. 
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1. Mahasiswa Hukum 
Tata Negara 
Universitas 
Diponegoro 

Badan Legislasi menerima 
Audiensi, Selasa 17 Oktober 
2023 pukul 10.00 WIB. 

1. Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya dari Fraksi Partai 
Nasdem didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan 
Legislasi menerima Mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara 
dari Universitas Diponegoro. 

2. Wakil Ketua Badan Legislasi mengapresiasi kegiatan kunjungan 
ini dan mendorong Universitas Diponegoro untuk bekerja sama 
dengan Badan Keahlian Setjen DPR RI dalam rangka 
memberikan dukungan penyusunan Naskah Akademik dan draf 
RUU yang akan menjadi bahan bagi DPR dalam menjalankan 
fungsi legislasi. 

 

2. Mahasiswa 
Fakultas Hukum 
Universitas Kristen 
Satya Wacana 
Salatiga 

Badan Legislasi menerima 
Audiensi, Rabu 18 Oktober 
2023 pukul 10.00 WIB. 

1. Kepala Bagian Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi 
menerima Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. 

2. Diskusi yang berlangsung terkait dengan hasil keputusan 
Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon wakil presiden 
dan pembahasan mengenai hukum lainnya. 

3. Pihak Universitas mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi awal 
untuk kegiatan selanjutnya. 

 

3. RUU tentang 
Perubahan 
Keempat Atas 
Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang 
Penetapan Perppu 

Rapat Badan Legislasi, Senin 
23 Oktober 2023 pukul 10.00 
WIB dalam rangka penyusunan 
RUU.  

1. Presentasi Tim Ahli atas draf RUU dan latar belakang 
penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang. 

2. RUU tersebut masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Kumulatif 
Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. 
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Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang 
Pemilihan 
Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota 
Menjadi Undang-
Undang. 

3. Pembahasan substansi/materi RUU secara lebih mendalam dan 
komprehensif akan dilakukan oleh Panja, untuk itu kepada 
Fraksi-Fraksi agar dapat segera menyampaikan nama Anggota 
Panjanya. 

4. Rapat Panja akan dilaksanakan secepatnya pada Masa Reses 
dan untuk pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU 
dijadwalkan pada Masa Sidang yang akan datang (Masa Sidang 
II Tahun Sidang 2023-2024). 

5. Menugaskan Tim Ahli untuk menyusun/mengkompilasi 
perubahan-perubahan atas RUU tersebut dalam bentuk matrik 
sebagai bahan Rapat Panja. 

4. Rapat Panja Badan Legislasi 
penyusunan, Selasa 24 Oktober 
2023 pukul 10.00 WIB. 

1. Rapat Panja bersifat tertutup untuk umum. 
2. Tim Ahli mempresentasikan matrik perubahan yang dibuat 

sebagai bahan acuan Anggota dalam membahas draf RUU. 
3. Rapat Panja akan dilanjutkan Kembali pada tanggal 25 Oktober 

2023 pukul 10.00 WIB untuk memfinalisasi rumusan draf RUU. 

 

5. Rapat Panja Badan Legislasi 
penyusunan, Rabu 25 Oktober 
2023 pukul 10.00 WIB. 

1. Rapat Panja bersifat tertutup untuk umum. 
2. Panja dapat menerima penyempurnaan rumusan pasal-pasal 

yang telah disesuaikan sebagaimana masukan/pandangan 
Anggota pada Rapat Panja sebelumnya. 

3. Laporan Panja dalam Rapat Pleno Badan Legislasi yang 
dijadwalkan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 
disetujui dimajukan dan akan dilakukan pada hari ini tanggal 25 
Oktober 2023 pukul 13.00 WIB. 

 

6. Rapat Pleno Badan Legislasi 
dalam rangka Pengambilan 
Keputusan hasil penyusunan 
RUU, Rabu 25 Oktober 2023 
pukul 13.00 WIB. 

Rapat Badan Legislasi menyepakati/menyetujui: 
1. Penyempurnaan dan penambahan ayat pada Pasal 166 terkait 

dengan pendanaan kegiatan pemilihan. 
2. Menerima Laporan Ketua Panja penyusunan RUU tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
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Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang.  

3. Berdasarkan pandangan mini 6 (enam) Fraksi (F-PDI 
Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-P Demokrat, F-PAN, dan F-
PPP) yang telah disampaikan secara langsung, menyatakan 
menyetujui hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang untuk diproses 
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan 3 (tiga) Fraksi (F-PNasDem, F-PKB, dan FPKS) 
menolak hasil penyusunan RUU tersebut. 
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1. KSB - BKSAP Kunjungan Diplomasi 
BKSAP DPR RI ke 
Kroasia tanggal 2 – 8 
Oktober 2023. 

Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI 
Dr. Sukamta (F-PKS) dan beranggotakan 
1. Gilang Dhielafararez (F-PDIP) / Wakil Ketua BKSAP 

2. Putu Supadma Rudana (F-PD) / Wakil Ketua BKSAP 

3. Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP) / Anggota BKSAP 

4. Dr. Jazuli Juwaini (F-PKS) / Anggota BKSAP 

Mengadakan kunjungan diplomasi BKSAP DPR RI ke Kroasia pada tanggal 
2 – 8 Oktober 2023. Pada kunjungan tersebut, delegasi berkesempatan 
mengadakan pertemuan dengan: 
1. Pertemuan dengan Parlemen Kroasia (Sabor) 

Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Sukamta (F-PKS) 
bersama dengan Wakil ketua BKSAP Gilang Dhielafararez (F-PDIP) 
dan Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) serta anggota BKSAP Irine 
Yusiana Roba Putri (F-PDIP) dan Dr. Jazuli Juwaini (F-PKS) 
melaksanakan Kunjungan Diplomasi ke Kroasia pada tanggal 2-6 
Oktober 2023. 
Pada kunjungan ini delegasi diterima dengan baik oleh Parlemen 
Kroasia (Sabor). Dalam sesi diskusi dengan parlemen, dibahas kerja 
sama di bidang pariwisata, pendidikan dan olah raga. Delegasi 
Indonesia mengharapkan bahwa Kroasia dapat menjadi pintu masuk 
bagi komoditas perdagangan Indonesia ke Eropa terutama Eropa 
Tengah. 
Delegasi Indonesia mengapresiasi komitmen Parlemen Kroasia dalam 
menyuarakan kepentingan Indonesia di forum Uni Eropa. Kerja sama 
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antar parlemen dengan Kroasia memberikan posisi yang stategis bagi 
Indonesia di kawasan ini. 

2. Pertemuan dengan Walikota Varazdin 

Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Sukamta (F-PKS) 
bersama dengan Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez (F-PDIP) 
dan Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) serta anggota BKSAP Irine 
Yusiana Roba Putri (F-PDIP) dan Dr. Jazuli Juwaini (F-PKS), 
melaksanakan pertemuan dengan Walikota Varazdin, salah satu 
daerah di Kroasia pada tanggal 3 Oktober 2023. 
Pada pertemuan ini delegasi Indonesia menjajaki kerja sama 
pariwisata, mengingat kota Varazdin adalah salah satu kota yang 
menjadi destinasi favorit di Kroasia. 
Delegasi juga mendorong terjalinnya kerja sama sister city antara 
Provinsi Yogyakarta dengan Varazdin. Kedua kota ini memiliki 
kesamaan sebagai kota bersejarah dan mengedepankan budaya 
sebagai potensi pariwisata. Selain itu Yogyakarta dan Varazdin sama-
sama pernah menjadi ibu kota negara bagi masing-masing negara. 
Diharapkan kerja sama ini akan menghasilkan manfaat dan benefit bagi 
kedua kota dan juga bagi Indonesia dan Kroasia. 

3. Pertemuan dengan KBRI Zagreb 

Delegasi BKSAP DPRI RI bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk 
Kroasia di sela-sela Kunjungan Diplomasi Parlemen pada 4 Oktober 
2023.  
Dalam pertemuan tersebut Delegasi Indonesia menyampaikan 
apresiasi yang tinggi bagi Kedutaan Indonesia di Kroasia yang telah 
menjadi jembatan kerja sama bagi DPR RI dan Parlemen Nasional 
Kroasia (Sabor). 
Dibahas juga dalam pertemuan ini terkait dengan peluang-peluang 
kerja sama dengan berbagai pihak di Kroasia. BKSAP DPR RI 
berkomitmen untuk mendukung terjalinnya kerja sama ekonomi, 
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budaya dan pendidikan, serta akan mendorong terjalinnya kerja sama 
sister city antara Yogyakarta-Varazdin dan Bali-Zadar. 

2. KSR - BKSAP WAIPA Project First 
Workshop tanggal 10 – 
11 Oktober 2023. 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, M.B.A (F-PD) hadir 
sebagai pembicara pada The 1st Workshop of WAIPA Project yang 
mengusung tema "Strengthening Women’s Resilience and Leadership in 
ASEAN through the Development of Plan of Action on Promoting Women’s 
Political Participation" di Hotel Ascott Jakarta (10/10/2023). 
 
Sebagai tindak lanjut dari resolusi mengenai kesetaraan gender yang 
diadopsi dalam keketuaan Indonesia dalam AIPA tahun 2023, Putu 
Supadma menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendorong 
peningkatan peran perempuan dalam parlemen di ASEAN. Politikus asal 
Bali ini menegaskan bahwa diperlukan keterlibatan dan kolaborasi dari 
berbagai pihak untuk mewujudkan peran aktif perempuan dalam 
kepemimpinan politik. Dijelaskan pula perihal isu gender yang merupakan 
isu kemanusiaan dan merupakan collective goal. Ditekankan bahwa laki-laki 
dan perempuan harus bekerja sama untuk menciptakan perubahan ke 
depan menuju ASEAN yang inklusif, tangguh dan sejahtera. 

 

3. KSB - BKSAP Pertemuan Ketua BKSAP 
DPR RI & Ketua GKSB 
DPR RI – Parlemen 
Palestina dengan Dubes 
Palestina untuk 
Indonesia tanggal 10 
Oktober 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Ketua GKSB DPR 
RI – Parlemen Palestina, Dr. Syahrul Aidi Ma’azat (F-PKS) menerima Duta 
Besar Palestina, H.E. Dr. Zuhair Al Shun guna membahas situasi dan 
kondisi terkini konflik Palestina – Israel (10/10/2023). 

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI menekankan bahwa 
Indonesia akan selalu berada di sisi Palestina dan memberikan dukungan 
terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina serta mendesak agar semua 
pihak memandang konflik tersebut secara objektif dan adil. Pihaknya juga 
mengkritik keras komunitas internasional yang tak mengambil langkah nyata 
atas pelanggaran HAM dan hukum internasional oleh Pihak Israel.  
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Dubes Palestina memberikan apresiasi sebesar – besarnya kepada seluruh 
rakyat Indonesia atas dukungan dan simpati terhadap perjuangan Negara 
Palestina. Upaya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina 
yang juga tercermin pada bantuan kemanusiaan dan dukungan pada forum 
– forum internasional amat membantu perjuangan Palestina. Dubes juga 
menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Hamas 
merupakan konsekuensi penindasan yang telah dilakukan oleh Israel 
terhadap Palestina sejak tahun 1948. 
 
BKSAP DPR RI juga berharap agar komunitas internasional dapat 
berintropeksi atas lemahnya penegakkan tatanan dunia berbasis aturan 
terhadap Israel dan ketidakadilan dalam memandang konflik Palestina – 
Israel. 

4. KSB - BKSAP Audiensi Ketua BKSAP 
DPR RI & Ketua GKSB 
DPR RI – Parlemen 
Palestina dengan Aqsa 
Working Group tanggal 
10 Oktober 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Ketua GKSB DPR 
RI – Parlemen Palestina, Dr. Syahrul Aidi Ma’azat (F-PKS) menerima Aqsa 
Working Group (10/10/23). 

Agenda audiensi tersebut diadakan dalam rangka membuka ruang sekaligus 
mendukung dan menguatkan solidaritas atas peristiwa yang menimpa 
Palestina. Ketua GKSB Palestina menilai keberadaan NGO dapat 
memperkuat pemerintah sekaligus menyalurkan dukungan masyarakat. 
Upaya tersebut dapat menggaungkan semangat perdamaian dan 
kemerdekaan Palestina agar tetap tersuarakan dalam berbagai forum tingkat 
lokal maupun global. 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Palestina juga mengapresiasi kegiatan 
penggalangan solidaritas terhadap Palestina yang dilakukan oleh NGO di 
Indonesia, termasuk Aqsa Working Group. 
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5. KSB - BKSAP Courtesy Call Ketua 
GKSB DPR RI – 
Parlemen Italia dengan 
Deputy Head of Mission 
of the Embassy of Italy in 
Jakarta 11 Oktober 2023. 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Italia, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) 
menerima Deputy Head of Mission / Political Counselor Kedutaan Besar 
Italia, Mr. Giulio Marini di Gedung Nusantara III Lt. 2 DPR RI (11/10/2023). 
 
Dalam pertemuan tersebut, Ketua GKSB Italia, Dr. Mardani Ali Sera 
menyuarakan pentingnya penguatan hubungan bilateral antara RI dan Italia 
di bidang transisi energi, hubungan antar-parlemen, people-to-people 
contact dan pertukaran budaya. Pihaknya juga menekankan bahwa 
parlemen dapat menjadi jembatan bagi kepentingan rakyat RI dan Italia, 
sehingga kedepannya hubungan kedua negara dapat semakin erat. 
Disampaikan pula rencana kunjungan GKSB Italia pada bulan November. 
 
Mr. Giulio Marini, Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Italia untuk 
Indonesia menyambut baik upaya penguatan hubungan bilateral antara RI – 
Italia yang disampaikan oleh GKSB Italia. Pihaknya juga menyambut baik 
rencana kunjungan GKSB Italia dan siap untuk memberikan dukungan guna 
terlaksananya kunjungan tersebut. Kedutaan Besar Italia di Jakarta akan 
mengkomunikasikan rencana kunjungan tersebut kepada Parlemen Italia. 

 

6. KSI - BKSAP Audiensi Pimpinan 
BKSAP dengan Presiden 
World Water Council, 
H.E. Loic Fauchon dan 
Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono tanggal 11 
Oktober 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI 
Putu Supadma Rudana, menerima audiensi dari Presiden World Water 
Council, H.E Loic Fauchon yang didampingi oleh Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono di Gedung Nusantara III Lt. 2 DPR RI (11/10/2023). 

Pertemuan tersebut mendiskusikan agenda ‘World Water Forum 2024’ yang 
akan digelar di Bali. Fadli mengatakan, acara tersebut menjadi menjadi 
kepentingan baik eksekutif dan legislatif, bahkan menjadi kepentingan 
masyarakat banyak. Serta berharap agenda tersebut nantinya dapat 
berlangsung lancar. 
Di kesempatan yang sama, Putu sebagai Anggota Dewan dari Dapil Bali 
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merasa bangga karena Bali didapuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan 
acara.  

7. KSI - BKSAP Delegasi BKSAP DPR RI 
menghadiri Sidang 9th 
G20 Parliamentary 
Speakers Summit (P20) 
di New Delhi tanggal 13 – 
14 Oktober 2023. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, Wakil 
Ketua BKSAP Gilang Dhielafarares, Anggota BKSAP Charles Honoris dan 
Irine Yusiana Roba Putri berpartisipasi pada Sidang 9th G20 Parliamentary 
Speakers, Summit (P20), di New Delhi, India. 

Dalam forum tersebut, Fadli Zon menyatakan DPR berkomitmen dalam 
menyiapkan regulasi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia bangga memiliki 
sumber daya alam yang melimpah baik di darat maupun di laut.   

Di sisi lain, ia juga menyayangkan masih adanya krisis Palestina. Fadli 
mengkritik keras atas respon masyarakat global yang tidak obyektif terkait 
situasi terkini di Jalur Gaza. Apa yang tengah terjadi di Jalur Gaza adalah 
akibat diamnya komunitas internasional dan PBB atas berbagai penindasan 
yang terus menerus dilakukan oleh Israel. Fadli Zon menyerukan dunia 
untuk mendesak Israel agar mengakhiri pendudukan dan blokadenya atas 
Jalur Gaza. 

 

8. KSI - BKSAP Ketua BKSAP DPR RI 
mengikuti PUIC 
Emergency Webinar for 
Discussing the Serious 
Developments of the 
Situation in Palestinian 
Territories tanggal 16 
Oktober 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon mengikuti webinar yang 
diselenggarakan oleh Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) / 
Parlemen Negara-Negara Anggota OKI. Webinar tersebut membahas situasi 
terkini pasca kembali memuncaknya konflik Palestina - Israel yang sudah 
menyebabkan ribuan korban jiwa, terutama dari masyarakat sipil. 

 

9. KSB - BKSAP Kunjungan GKSB DPR 
RI – Parlemen RRT 

GKSB DPR RI yang dipimpin oleh Puteri Anetta Komarudin (F-PG) dan 
beranggotakan: 
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tanggal 15 – 21 Oktober 
2023. 

1. Edy Wuryanto (F-PDIP) 

2. Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG) 

3. Adde Rosi Khoerunnisa (F-PG) 

4. Daniel Johan (F-PKB) 

Mengadakan kunjungan ke Beijing, Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, 
delegasi berkesempatan mengadakan pertemuan dengan: 
1. Pertemuan dengan Komite Pengawas dan Yudisial Kongres Rakyat 

Nasional Tiongkok yang ke-14 

Delegasi Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - Parlemen Tiongkok yang 
dipimpin oleh Puteri Anetta Komarudin (F.PG) melakukan Pertemuan 
dengan Komite Pengawas dan Yudisial Kongres Rakyat Nasional 
Tiongkok yang ke-14 (Parlemen Tiongkok) yang dipimpin oleh Yang 
Xiaochao beserta delegasi di Beijing (17/10/2023). 
 
Parlemen Tiongkok menyambut baik kunjungan Delegasi GKSB dan 
berharap kunjungan ini akan dapat meningkatkan hubungan baik 
diantara kedua parlemen. Saling kunjung antara kedua parlemen telah 
berjalan dengan baik. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan 
secara virtual ketika pandemi akhirnya GKSB DPR RI - Parlemen 
Tiongkok dapat berkunjung secara langsung. 
 
Hubungan bilateral yang sangat baik antara Indonesia dengan RRT yang 
telah terjalin sejak lama perlu ditingkatkan dalam kerja sama nyata pada 
berbagai bidang, termasuk dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, 
dan berbagai bidang lainnya diantara kedua negara, sehingga lebih 
memberikan manfaat nyata kepada rakyat kedua negara.  
 
Pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung merupakan contoh konkrit 
kerja sama kedua negara yang diharapkan dapat membuka konektivitas 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi.  Indonesia mengapresiasi 
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dukungan RRT bagi pembangunan di Indonesia, juga mengapresiasi 
dukungan RRT untuk Palestina, serta peran RRT dalam menjaga 
keamanan dan stabilitas di kawasan. Tiongkok juga menjadi investor 
utama di Indonesia dan mendukung pembangunan IKN. 
 
Saat ini hubungan antar kepala negara juga sedang dalam puncaknya, 
terlebih saat ini juga Presiden RI sedang melakukan kunjungan 
kenegaraan di sela- sela acara Belt and Road Forum yang ke-3, setelah 
sebelumnya juga melakukan lawatan ke Chengdu. Demikian pula 
Presiden RRT juga telah melakukan kunjungan ke Indonesia. 
 
Berbagai hal juga dibahas dalam pertemuan tersebut termasuk peluang 
peningkatan kerja sama dalam bidang teknologi informasi, kesehatan, 
lingkungan hidup, pertanian dan perkebunan.  
Kedua parlemen juga sepakat tentang pentingnya tugas dan 
pelaksanaan fungsi parlemen guna menjaga stabilitas dan keamanan 
negara. Pada akhir pertemuan Ketua GKSB mengundang Parlemen 
Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia pada 2024. 

 
2. Working Dinner dengan Wakil Direktur Jenderal Biro 1 Departemen Luar 

Negeri Partai Komunis China 

Dalam kunjungan Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - Parlemen 
Tiongkok yang dipimpin oleh Puteri Anetta Komarudin (F.PG) delegasi 
berkesempatan melakukan Pertemuan dengan Wakil Direktur Jenderal 
Biro 1 Departemen Luar Negeri PKC, Xu Min beserta jajarannya dalam 
jamuan makan malam di Beijing (17/10/2023). 
 
Xu Min menyampaikan apresiasinya kepada parlemen Indonesia dalam 
kunjungan GKSB kali ini, setelah beberapa waktu sebelumnya hanya 
bisa berkomunikasi secara online. 
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Dalam jamuan makan malam tersebut dibahas berbagai hal termasuk 
upaya peningkatan hubungan antar parlemen maupun juga antara partai. 
Suasana jamuan yang sangat hangat juga dimanfaatkan dengan saling 
bertukar pengalaman dan best-practices diantara kedua pihak. Dibahas 
berbagai hal termasuk mekanisme kerja di parlemen RI maupun di 
Tiongkok, upaya kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, 
perkembangan situasi politik dalam negeri Indonesia jelang Pemilu tahun 
depan maupun berbagai isu regional maupun internasional yang sedang 
berkembang.  
Indonesia mengapresiasi inisiatif Belt and Road Forum yang dilakukan 
RRT dan diharapkan kerja sama kedua pihak akan mendatangkan 
kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara. 
Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota GKSB DPR RI - Parlemen 
Tiongkok, Dr. Edy Wuryanto (FPDIP), Bobby Adhityo Rizaldi (F.PG), Dr. 
Adde Rosi Khoerunnisa (F.PG), dan Daniel Johan (F.PKB), dan jajaran 
Departemen Internasional PKC. 

10. KSB – BKSAP 12th EU – ID IPM tanggal 
16 – 22 Oktober 2023. 

Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. 
Fadli Zon (F-PGERINDRA) dan beranggotakan: 

1. Gilang Dhielafararez (F-PDIP) / Wakil Ketua BKSAP 

2. Putu Supadma Rudana (F-PD) / Wakil Ketua BKSAP 

3. Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDIP) / Anggota BKSAP 

Menghadiri 12th EU – ID Inter-Parliamentary Meeting di Strasbourg, 
Perancis. Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan 
dengan: 

1. Bilateral Meeting dengan Bernd Lange, Ketua Komisi Perdagangan 

Internasional Parlemen Eropa (INTA) 

2. Bilateral Meeting dengan David McAllister, Ketua Komisi Luar Negeri 

Parlemen Eropa (AFET) 

3. Menghadiri 12TH EU-ID Inter-Parliamentary Meeting 
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Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin pertemuan 
tersebut bersama Hon. Daniel Caspary, Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa 
untuk Asia Tenggara dan ASEAN (DASE).  
Parlemen Eropa menjadi salah satu mitra penting DPR RI dalam penguatan 
kerja sama antara RI – Eropa di berbagai bidang. Dalam forum tahunan 
tersebut, kedua pihak membahas kerja sama perdagangan bilateral dan 
investasi, isu – isu keamanan global dan regional serta kerja sama dalam 
transisi hijau dan perubahan iklim. 
 
Hubungan Uni Eropa dan Indonesia didasarkan pada nilai – nilai demokrasi, 
tata kelola pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, promosi 
perdamaian, kemajuan ekonomi serta multilateralisme dan integrasi regional. 
Ketua BKSAP mengapresiasi komitmen Parlemen Eropa yang 
mengupayakan kedekatan dan integritas hubungan Uni Eropa dengan 
Indonesia. 
BKSAP DPR RI mendorong percepatan penyelesaian negosiasi I – EU 
Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang dapat 
menjadi jembatan untuk menghubungkan pasar RI dan Uni Eropa dan 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan penggiat usaha 
di Indonesia. Selain itu, BKSAP juga mendorong komitmen Uni Eropa dalam 
mendukung transisi energi Indonesia melalui Just Energy Transition 
Partnership (JETP). 
 
Terkait isu keamanan global dan regional, BKSAP mendesak penyelesaian 
Konflik Palestina – Israel dan menekankan pentingnya keadilan dan 
objektivitas dalam memandang konflik tersebut. Indonesia akan terus 
mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua 
negara (two-state solution) dan akan terus menyuarakan dukungan tersebut 
dalam organisasi parlemen internasional, termasuk dalam sidang IPU ke-
147 di Luanda, Angola.  
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Dalam 12th EU – ID IPM, BKSAP DPR RI juga menyuarakan pentingnya 
dialog dan pendekatan non-kekerasan dalam menyelesaikan konflik di 
Ukraina dan Myanmar serta pentingnya membentuk strategi dan kerja sama 
perdamaian di Asia - Pasifik. 

11. KSB - BKSAP Kunjungan Diplomasi 
Chile tanggal 17 – 23 
Oktober 2023. 

Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ir. 
Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan beranggotakan: 

1. Putu Supadma Rudana (F-PD) / Wakil Ketua BKSAP 

2. Arzeti Bilbina (F-PKB) / Anggota BKSAP 

3. Dewi Coryati (F-PAN) / Anggota BKSAP 

Mengadakan Kunjungan Diplomasi ke Chile. Dalam kunjungan tersebut, 
delegasi mengadakan pertemuan dengan: 
1. KBRI Santiago 

Hafisz Tohir menyampaikan kepada Dubes M. Anshor terkait tujuan 
kunjungan BKSAP DPR berkunjung ke Chile untuk bertemu dan 
menjalin kerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan di 
negara tersebut. 

Sebaliknya, Dubes M Anshor menyambut baik atas kunjungan BKSAP 
dan menyampaikan perkembangan terakhir di Chile serta kerja sama 
bilateral dengan Indonesia yang telah dijalin selama ini. 
Dubes M Anshor juga menyampaikan agar DPR memahami 
perkembangan sosial politik di kawasan Amerika latin sehingga peran 
diplomasi yang dilaksanakan dapat saling bersinergi dengan diplomasi 
negara yang secara resmi diwakili oleh pemerintah. 

Chile merupakan partner kerja sama RI yang potensial, ditunjukkan 
dengan menjadi satu-satunya di negara Amerika Selatan diwakili oleh 
Perusahaan Gelymar yang mendapatkan piagam penghargaan 
Primaduta dari pemerintah Indonesia atas komitmennya dalam 
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mengimpor produk rumput laut dan turunannya dari Indonesia. Selain 
itu, sebagai mitra perdagangan terbesar ketiga bagi Indonesia di 
Kawasan amerika Selatan, kedua negara juga telah sepakat 
menandatangani persetetujuan kemitraan ekonomi komprehensif yang 
dikenal dengan Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (IC-CEPA). 

Dengan adanya CEPA beberapa komoditi Indonesia mendapat tarif 0% 
di pasar Chile antara lain produk pertanian, perikanan dan manufaktur. 
Sedangkan komoditas Chile yang mendapatkan tarif 0% di pasar 
Indonesia diantaranya produk pertanian, perikanan, pertambangan dan 
produk industri.  
Dalam pertemuan tersebut, Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan 
apresiasi yang tinggi bagi Kedutaan Indonesia di Santiago yang telah 
menjadi jembatan kerja sama bagi DPR RI dan Parlemen Chile. 
Dibahas pula berbagai peluang Kerja sama dengan berbagai pihak di 
Chile dan komitmen BKSAP dalam mendukung terjalinnya kerja sama 
ekonomi, budaya dan Pendidikan antara kedua negara. 

2. Pertemuan dengan ITPC Santiago 

Putu Supadma Rudana menyampaikan kepada ITPC terkait tujuan 
kunjungan BKSAP DPR berkunjung ke Chile untuk bertemu dan 
menjalin kerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan di 
Chile guna mendukung terjalinnya kerja sama ekonomi, budaya dan 
Pendidikan, khususnya perdagangan antara kedua negara. 

Pihak ITPC menyambut baik kunjungan BKSAP dan memberikan 
informasi atas tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi perdagangan 
dan menjembatani peluang bisnis potensial antara Indonesia dan Chile. 
ITPC yang berlokasi strategis memiliki ruang pamer yang memadai 
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untuk produk-produk Indonesia agar dapat mudah diakses public. 
Adapun produk unggulan Indonesia yang memberikan nilai ekspor yang 
terus meningkat di Chile antara lain Sepeda Polygon, minuman energi 
Extra Joss, berbagai produk makanan sehat dan perlengkapan rumah 
tangga, serta produk makanan dan minuman ringan. 

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan 
apresiasi yang tinggi bagi ITPC Indonesia di Santiago yang telah 
memfasilitasi kerja sama perdagangan bagi Indonesia dan Chile. 
BKSAP DPR RI melalui Alat kelengkapan Dewan terkait akan 
mendukung peningkatan Kerja sama ekspor Indonesia ke Chile di masa 
mendatang. 

3. Working Lunch Pemangku Kepentingan Chile 

Delegasi Diplomasi BKSAP DPR RI ke Santiago yang dipimpin oleh Ir. 
H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), didampingi Dubes RI untuk Chile,  
berkesempatan untuk melakukan working lunch dengan beberapa 
tokoh penting di Chile yaitu: Hon. Mr. Roberto  Leon ( Konsul 
Kehormatan Chile untuk Indonesia), Hon Ms. Chaksuda (Acting dubes 
Thailand untuk Chile), Hon Mr. Abu Bakar Mamat ( Duta Besar 
Malaysia untuk Chile) dan Hon. Mr. Patricio Morales Aguirre ( Politisi 
dari Partai Radikal Chile) serta Mr. Juan Sabastian Perez  (Pengacara  
Senior Chile) pada hari Jumat 20 Oktober 2023. Dalam pertemuan 
tersebut, dibahas berbagai isu penting terkait potensi dan peningkatan 
kerja sama perdagangan barang maupun jasa antara Indonesia dengan 
Chile di kawasan Asia Tenggara maupun di Amerika selatan. 
 

Selanjutnya, Delegasi BKSAP juga berkesempatan meninjau salah satu 
kilang kebun anggur tertua dan terbesar di Amerika Latin yaitu Concha y 
Toro, yang menjadi salah satu produk ekspor unggulan negara Chile. 
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Sebagai negara pengekspor anggur ke delapan terbesar di dunia dengan 
pangsa pasar ekspor dunia mencapai 3,7% menjadikan Chile menjadi salah 
satu negara pengekspor terbesar di industri makanan dunia. Diharapkan 
kunjungan ini dapat menguatkan kerja sama ekonomi bagi kedua negara. 

12. KSB - BKSAP Kunjungan GKSB 
Kyrgyzstan tanggal 24 – 
30 Oktober 2023. 

Delegasi GKSB DPR RI yang dipimpin oleh Ketua GKSB Kyrgyzstan, Ema 
Ummiyatul Chusnah (F-PPP) dan beranggotakan: 
1. Sri Rahayu (F-PDIP) 

2. Syaiful Bahri Anshori (F-PKB) 

3. Teddy Setiadi (F-PKS) 

4. T.A. Khalid (F-PGerindra) 

Dalam kunjungan GKSB Kyrgyzstan, delegasi berkesempatan mengadakan 
pertemuan dengan: 
1. Parlemen Kyrgyzstan 

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen 
Kyrgysztan yang diketuai oleh Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP) 
melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Kyrgysztan, Mrs. 
Isaeva Dzhamilia, didampingi oleh Ketua Kelompok Persahabatan 
Parlemen Kyrgysztan – Indonesia, Mr. Sarbagyshev Maksatbek, dan 
Ketua Komisi Kerja Sama Internasional Parlemen Kyrgysztan, Mr. 
Nadyrov Ataibek, pada hari Jumat (27/10/2023). 

Dalam pertemuan tersebut, masing – masing delegasi menggarisbawahi 
kerja sama kedua negara yang sudah terjalin selama 30 tahun. Kerja 
sama politik menjadi salah satu bahasan utama yang tercermin dari 
langkah konkret Republik Kyrgyzstan yang memberikan dukungan yang 
sangat berharga bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak 
Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Pemerintah Indonesia 
juga mendukung pencalonan Republik Kyrgyzstan sebagai Anggota 
Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2016-2018 dan periode 
saat ini dari 2023-2025. 
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Selain kerja sama di bidang politik, kerja sama sektor ekonomi juga 
menjadi topik penting pada pertemuan tersebut. GKSB DPR RI 
menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi kedua negara harus terus 
ditingkatkan mengingat Kyrgysztan yang merupakan salah satu produsen 
produk agrikultur terbesar di kawasan Asia Tengah mempunyai potensi 
besar untuk memperluas volume perdagangan antar kedua negara yang 
kini mencapai sekitar US$ 2,9 juta pada tahun 2022. 
Secara khusus, Ketua GKSB DPR RI juga menyampaikan harapannya 
untuk meningkatkan potensi kerja sama yang sangat besar di bidang 
pariwisata, pendidikan, dan olahraga. Indonesia telah memberikan 
fasilitas bebas visa bagi warga Kyrgyzstan untuk berkunjung ke 
Indonesia selama 30 hari. Kebijakan tersebut diharapkan dapat bersifat 
bersifat timbal balik bagi warga Indonesia yang berkunjung ke 
Kyrgysztan. 

2. Wakil Menteri Pertanian Kyrgyzstan 

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen 
Kyrgysztan yang diketuai oleh Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP) 
melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertanian Kyrgysztan Mr. 
Aliyaskarov Maeel pada hari Jumat (27/10/2023). 

Dalam pertemuan tersebut, kedua delegasi menekankan kerja sama 
ekonomi kedua negara terutama di bidang pertanian dan peternakan. 
Indonesia dan Kyrgyzstan telah bekerja sama dalam bidang peternakan 
sejak 2015 yang tercermin pada kunjungan delegasi Kementerian 
Pertanian Kyrgysztan ke Indonesia. Pada tahun 2020, kerja sama 
tersebut telah menghasilkan anak sapi Jantan hasil Inseminasi Buatan 
(IB) dengan Semen Beku produk Balai Besar Inseminasi Buatan 
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Singosari (BBIB). Sapi hasil inseminasi tersebut merupakan salah satu 
jenis paling baik yang bisa dikembangkan di Kyrgysztan. 
Selain kerja sama di bidang peternakan, kerja sama sektor pertanian 
juga merupakan fokus bahasan pada pertemuan tersebut. Kyrgysztan 
merupakan negara agrikultur yang manitikberatkan produksi di sektor 
pertanian yang tercermin dengan produk-produk unggulan seperti madu 
putih yang telah mempunyai sertifikat yang diakui di kalangan 
internasional dan jagung serta buah-buahan seperti strawberry dan 
raspberry. 

GKSB DPR RI menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi kedua negara 
harus terus ditingkatkan mengingat Kyrgysztan yang merupakan salah 
satu produsen produk agrikultur terbesar di kawasan Asia Tengah 
mempunyai potensi besar untuk memperluas volume perdagangan antar 
kedua negara yang kini mencapai sekitar US$ 2,9 juta pada tahun 2022. 

13. KSI - BKSAP The 147th Inter-
Parliamentary Union 
(IPU) Assembly tanggal 
23 – 27 Oktober 2023. 

Delegasi BKSAP DPR RI beranggotakan: 
1. Dr. Fadli Zon (HoD / Ketua BKSAP / F-Gerindra) 

2. Gilang Dhielafararez (Anggota Delegasi / Wakil Ketua BKSAP / F-PDIP) 

3. Putu Supadma Rudana (Anggota Delegasi / Wakil Ketua BKSAP / F-

Demokrat) 

4. Dr. Sukamta (Anggota Delegasi / Wakil Ketua BKSAP / F-PKS) 

5. Achmad Hafisz Tohir (Anggota Delegasi / Wakil Ketua BKSAP / F-PAN) 

6. Vanda Sarundajang (Anggota Delegasi / Anggota BKSAP / F-PDIP) 

7. Adriana C. Dondokambey (Anggota Delegasi / Anggota BKSAP / F-

PDIP) 

8. Fadlulllah (Anggota Delegasi / Anggota BKSAP / F-Gerindra) 

9. Ratih Megasari Singkarru (Anggota Delegasi / Anggota BKSAP / F-

NasDem) 

10. Hasani bin Zuber (Anggota Delegasi / Anggota BKSAP / F-Demokrat) 
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menghadiri Sidang Umum ke-147 IPU di Luanda, Angola (23-27 Oktober 
2023). 

Dalam rangkaian sidang tersebut, Dr. Fadli Zon bersama Ketua Parlemen 
Australia Milton Dick, terpilih secara aklamasi menjadi Anggota Komite 
Eksekutif IPU atau Organisasi Parlemen Dunia mewakili Grup Geo-Politik 
Asia Pasifik. Nominasi keduanya disetujui oleh seluruh peserta pada sidang 
Asia Pacific Group (APG). 

Banyak hal yang menjadi sorotan oleh delegasi BKSAP DPR RI. Namun 
krisis di Jalur Gaza menjadi perbincangan yang hangat selama 
berlangsungnya sidang. Dalam Emergency Item yang dibacakan oleh Fadli 
Zon, delegasi Indonesia mengajukan resolusi untuk menghentikan serangan 
dan blokade Gaza. Rancangan resolusi yang diusulkan berjudul Stopping 
TheWar dan Violations of Human Rights in Gaza. Setelah voting, resolusi 
didukung 60,2 persen parlemen, namun belum mendapatkan dua per tiga 
suara yang disyaratkan dalam voting sidang IPU. 

Disela-selsa sidang, Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral, 
di antaranya dengan Chile. Parlemen Indonesia yang saat itu diwakili oleh 
Wakil Ketua BSKAP DPR RI Putu Supadma Rudana dan Achmad Hafisz 
Tohir mendorong penguatan kerja sama Indonedia dan Chile di berbagai 
bidang seperti perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya dan people to 
people. 

14. KSB – BKSAP Courtesy Call Ketua 
GKSB DPR RI – 
Parlemen Italia dengan 
Duta Besar Italia untuk 
Indonesia tanggal 30 
Oktober 2023. 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Italia, Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS) 
mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Italia untuk Indonesia, H.E. Mr. 
Benedetto Latteri di Kedutaan Besar Italia, Senin (30/10/2023). 

Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kunjungan GKSB DPR RI – 
Parlemen Italia pada bulan November 2023 serta permintaan dukungan 
pengaturan dengan pihak – pihak terkait di Italia. Duta Besar menyambut 
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baik rencana kunjungan tersebut dan berharap agar kunjungan GKSB Italia 
dapat memberikan kontribusi positif dalam mempererat hubungan bilateral 
dalam berbagai bidang antara RI – Italia. 

Duta Besar Italia juga memberikan masukan terhadap Ketua GKSB agar 
dapat mengadakan pertemuan dengan Enel yang merupakan perusahaan 
energi dan distributor listrik terbesar di Italia. Ketua GKSB dan Duta Besar 
juga sepakat dalam pentingnya penguatan kerja sama di bidang energi 
terbarukan dan manajemen energi, dalam konteks ini Enel yang merupakan 
perusahaan Italia dan RI dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik 
dalam manajemen pembangkit listrik. 

Ketua GKSB juga menekankan pentingnya kerja sama budaya dan 
peningkatan hubungan antar-masyarakat antara Indonesia dan Italia. 
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1. DPRD Kota Salatiga  Menerima Audiensi tanggal 4 
Oktober 2023. 

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan, terkait 
peran pimpinan DPRD dalam penerapan kode etik Anggota 
DPRD. 

 

2.  Para Mahasiswa yang 
melaksanakan magang di 
Pusat Pengembangan 
Kompetensi SDM Legislatif  

Menerima Audiensi tanggal 9 
Oktober 2023. 

Audiensi dan sharing session mengenai alur kerja pada unit 
Mahkamah Kehormatan Dewan. 
 

 

3 Mahasiswa Magang di 
Rumah Rakyat 

Menerima Audiensi tanggal 10 
Oktober. 

Para peserta Mahasiswa Magang di Rumah Rakyat terdiri 
dari mahasiswa dari Universitas Papua, Universitas 
Gunadarma, Universitas Bosowo, Universitas Bakrie, 
Universitas Diponegoro. 

 

4 Mahasiswa Kampus Merdeka Menerima Audiensi tanggal 11 
Oktober 2023. 

Audiensi dan sharing session mengenai alur kerja pada unit 
Mahkamah Kehormatan Dewan. 
 

 

5 BK DPRD Kabupaten 
Banyumas  

Menerima Audiensi tanggal 20 
Oktober 2023. 

Materi: Optimalisasi Tata beracara Badan Kehormatan.  
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1. Parlemen Singapura Kunjungan Kerja Luar Negeri 
BURT ke Singapura tanggal 24 - 
30 Oktober 2023. 

Tujuan Kunjungan Kerja Luar Negeri BURT DPR RI adalah untuk 
berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang: 
1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah 

dipraktekan oleh parlemen negara lain. 
2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota Parlemen 

dengan konstituennya. 
3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks 

parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen.  
4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen. 
5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen. 
6. Perencanaan dan implementasi e-parliament. 
7. Manajemen sistim pendukung (supporting system) parlemen yang 

bertugas memberi dukungan keahlian, teknis dan administratif. 

 

 
 
 

***** 


